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A. Latar Belakang 

Perangkat desa memiliki peran krusial dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. 

Namun, dalam praktiknya, banyak perangkat desa yang harus merangkap jabatan karena 

keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan administrasi, serta tuntutan efektivitas kerja. 

Rangkap jabatan dapat membawa manfaat berupa efisiensi dan optimalisasi tugas, tetapi di sisi 

lain dapat menyebabkan berbagai tantangan seperti: 

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian tugas dan wewenang. 

2. Ketidakseimbangan beban kerja, yang berisiko menyebabkan penurunan kinerja serta 

kualitas pelayanan publik di desa. 

3. Kesulitan dalam pemantauan efektivitas kerja, terutama bagi perangkat desa yang 

menjalankan lebih dari satu jabatan tanpa dokumentasi yang memadai. 

4. Potensi konflik kepentingan, apabila seseorang mengemban lebih dari satu jabatan 

strategis dalam satu sistem pemerintahan desa. 

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, Lapor Raja 

Pede hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan perangkat desa melaporkan rangkap 

jabatan secara sistematis, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak terkait. 

B. Tujuan 

1. Meningkatkan transparansi pemerintahan desa dengan sistem pelaporan rangkap jabatan 

yang akurat. 

2. Mempermudah perangkat desa dalam mendokumentasikan jabatan yang dijalankan, guna 

mencegah tumpang tindih wewenang. 

3. Mengoptimalkan beban kerja perangkat desa, sehingga tidak ada individu yang 

mengalami kelebihan tanggung jawab. 

4. Mendukung pengambilan keputusan pemerintahan desa berdasarkan data rangkap 

jabatan yang valid. 

5. Meminimalisir potensi konflik kepentingan melalui sistem pemantauan jabatan yang lebih 

ketat. 

6. Memastikan distribusi tugas dan tanggung jawab yang lebih efektif, sehingga pelayanan 

kepada masyarakat tetap optimal. 

7. Membantu perangkat desa dalam penyusunan laporan administratif, yang dapat 

digunakan dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan. 

  



C. Alur Penggunaan Lapor Raja Pede 

1. Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan monitoring Data Laporan yang masuk via google form 

dan  via  google drive untuk mengetahui sejauh mana Laporan yang masuk terkait Perangkat 

Desa yang Rangkap Jabatan; 

2. Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan mendiskusikan hasil temuan monev via google form  dan 

via  google drive dengan Tim LAPOR RAJA PEDE; 

3. Melakukan klarifikasi / memanggil Perangkat Desa yang Rangkap Jabatan; 

4. Pihak Perangkat Desa melakukan klarifikasi /datang ke kantor Kecamatan; 

5. Melakukan pendampingan/ memberikan penjelasan terkait Larangan Perangkat Desa; 

6. Melaporkan kepada Camat; 

7. Camat menerima laporan dan memberi arahan untuk menindak lanjuti atau tidak; 

8. Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Membuat Surat untuk Perangkat Desa yang rangkap 

jabatan untuk memilih salah satu jabatannya; 

9. Perangkat Desa yang rangkap jabatan membuat surat pernyataan dan mengirimkan softcopy 

Pdf via google form yang telah disediakan; 

10. Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan mendiskusikan hasil balasan dari Perangkat Desa yang 

rangkap jabatan via google form dengan Tim LAPOR RAJA PEDE; 

11. Camat menerima laporan hasil tindak lanjut LAPOR RAJA PEDE. 



ALUR PENGGUNAAN LAPOR 



PENUTUP 

 
 

Inovasi Lapor Raja Pede memiliki target jumlah kasus rangkap jabatan 100% dapat 

terselesaikan. Dari 72 orang perangkat desa, diharapkan apabila ada temuan rangkap jabatan 

dapat ditindak dan difasilitasi untuk kemudian memutuskan tetap memilih menjadi perangkat 

desa atau solusi lainnya. Implementasi inovasi Lapor Raja Pede diharapkan menunjang 

optimalnya penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa. 

 


